UK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUI
NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR

. '~' A ‘..v.
\_“/ ‘A. §'.

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 32, TAHUN 2012

TENTANG
PATIEN K/\R/\NG/\NYAR

TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Menimbang

Mengingat

. bahwa pemberdayaan perekonomian

. bahwa dengan diberlakukannya P

. bahwa berdasarkan pertimbangan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,
masyarakat

harus difasilitasi dengan pengelolaan . }?ufaar:
perdagangan dan pengaturan yang jelas agar kcg:.e’t tib
ckonomi masyarakat dapat terlaksana sccard “

dan lancar;
; eraturan Daerah

7 Tahun 2009
ar Tradisional,
aka untuk
erlu diatur

Kabupaten Karanganyar Nomor 1
tentang Penataan dan Pembinaan Pas
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, m
ketertiban dan kelancaran pelaksanaan p
Petunjuk Pelaksanaannya; <ebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf D perit
membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang

Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33. TLN Nomor 3817);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7
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10.

i

12.

13.

14.

15.

16.

1
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 0002 tentans

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Rcll;ulbgn
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, ngqu
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 t)t'm
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 te% g
Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Rcb -
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tam 041.7)
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -lkhir
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcu; 5
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun gt
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Un ﬁlg
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DQCSSB
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
Nomor 4844); -
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang <=/
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun £ o
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Repu i
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nom)or 26 Tahun 2007 tentsﬁg
Penataan Ruang (Lembaran Negara Repu
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo~ 4625);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negarsa
Republik Indonesia Tahun 2008 ‘Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten.tgng
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HQIOI(;S
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7
Ncmor 140, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 5059);
Peraturan Pemerintah Nomor 44
Kemitraan (Lembaran Negara Re

Tahun 1997 tentang
publik Indonesia

‘Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 37 18);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 959,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoi 4833j;
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MENETAPKAN

M-

17. Peraturan  Menterj Perdagangan No)mort ?,Séun

DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Fentuan, U -

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

dan Toko Modern; , 0 Tahun
18. Peraturan Menteri Dalam Negerl Ngﬂ:g;yiun ;usur

2012 tentang Pengelolaan dan Pembe¢

Tradisional; Nomor 12
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kurunga‘g urfk:ge:ri Sipil

Tahun 2007 tentang Penyidik Pegaw Karanganyar

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tahun 2007 Nomor 12); Nomor 17
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kﬂran%mgsirnaan Pasar

Tahun 2009 tentang Penataan Dan Fe Toko Modern

Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan anyar Tahun

(Lembaran Daerah Kabupaten Karang

2009 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

:PERATURAN  BUPATI  TENTANG Kig’{}%%‘ég
PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERARL B )
KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2009 . v
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRA

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar,

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar; )
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia ygﬁi
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Repc;l
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah;

6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Karanganyar;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolktif dan bentuk usaha
tetap.

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

pasar adalah area tempat jual be

are li barang dengan jumlah penjual Jebih
dari satu baik disebut sebagai

Pusat perbelanjnan, Puasar tru’dimor}fﬂ'
pertokoan, Mall, Plaza, Pugat Pcrdf.lpnngun maupun sehutan lninnya;,

qsar Tradisional adalah pasar libangun dan dikelola oleh
g:mcrinlﬂh. Pemerintah Daerah, };ﬁ?ﬁc:inmhpDc”"' Swasta, Badan
usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kcrjﬂﬂfl“}a
dengan swasta dergan tempat usahg berupa toko, kios, 108 dan u.ln( f,
yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, i 5y
masyarakat atau koperasi dengan ygaha skala kecil, modal kec
dengan proses J.ual beli barang dngangan melalui tawar mcr.n%war., w
pusat Perbelanjaan adalah syayy, arca tertentu yang terdiri dari ﬂaun
" atau beberapa  bangunan yang didirikan sccara vertikal mauptau
horizontal yang dijual atay disewakan kepada pelaku usah'a 8
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang; n
pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok bafalugi
" kepada Toko lIlllodem dengan tujuan untuk dijual kembali mela
kerjasama usaha, ’

Tolr<Jo adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan
" untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. -
. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, man"cJ;

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket,

supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang
perbentuk perkulakan,

Toko Modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki gak
' khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap
sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasar kar::
barang dan/atau jasa yang telah terbukti bcrhe-lsﬂ dan dalf.';x
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasar
perjanjian waralaba. .

. Pengelola toko modern adalah pelaky usaha yang melakukan kegiatan
usaha di bidang toko modern melaluj satu kesatuan mé}n{ljemcn dan
sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomj rakyat yang berskala kecil dan
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta
kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat !JMKM
adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro, kecil dan
menengah yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam
Perundang-undangan yang berlaku;
. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha
menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan
pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan
saling menguntungkan;
. Syarat Perdagangan adalah Syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama
antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan minimarket
yang berhubungan dengan pemasokan produk yang diperdagangkan
dalam toko modern yang bersangkutan.
. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan
kegiatan usaha di bidang minimarket melaluj satu kesatuan
manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet yang
merupakan jaringannya;
. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat

Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat

melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat
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32.
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e pcnjua

perbelanjaan dan Toko Modern yapg diterbitkan oleh Pemerintah

h;
%ﬁ?,;arket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
Jan barang-barang kebutuhgn sechari-hari secara eceran
Jangsung kepada konsumen depgan cara pelayanan mandiri
(swalayan): dalal I
qupermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
enjualan  barang-barang  kebutyhan rumah tangge termasuk
jebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada
jonsumen dengan cara pelayanan mandiri. .
artement Store adalah sarana atgy tempat usaha untuk menjual
secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang df-}n
erlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin
Jan/tingkat usia konsumen.
Hypennarket adalah sarana atay tempat usaha untuk melakukan
enjualan barang-barang kebutyhan rumah tangga termasuk
kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada
gonsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern
dan toko serba ada yang menyaty dalam satu bangunan yang
engelolaannya dilakukan secara tunggal.
Mall atau super mall atau plaza adalah sarana atau tempat usaha
untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya
yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau
}operasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau Jane
yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu
kesatuan wilayah/tempat. ) ah
penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daer
untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar 1:n9de;ln
di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional,
usaha kecil dan koperasi yang ada.
perlindungan adalah segala upaya pemerintah dae_rah d_alam
melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan
yang tidak sehat dengan pasar toko modern dan sejenisnya, sehingga
tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.
peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daeljah
yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian
yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana
rinci tata ruang;
Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi,
dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan
kecepatan rata-rata rendah;
Sistem Jaringan Jalan Primer adalah system jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan
semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah system jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di
dalam kawasan perkotaan.
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BAB ]
JJUAN DAN RUANG LINGKUP PENATAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan dapn pembinaan

o i tuk :

\an dan pembinaan Pasar Tradisional bertujuan Unt=: ..,
?rt:::(r;liptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih
sehat; |
rrﬁzgjacglikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomi

rah; dan ' t

(rjf;ldptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusa

erbelanjaan dan toko modern; s
ﬁ,engendalikan pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko %
dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengati.

penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
pertujuan untuk :

memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta Usaha
ikro, Kecil dan Menengah . .
xl\fulekr:lberdayakan pelaku Pasar Tradisional serta Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah pada umumnya, agar mampu berkembansg,
bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan
sejahteraannya;
lr{r(leen.l.}éﬂil'l terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Toko
Modern bedasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam
menjalankan usaha di bidang perdagangan; .
mengatur dan menata keberadaaan dan pendirian Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah agar tidak merugikan
dan mematikan Pasar Tradisional dan pelaku Usaha Mikro, Kecil
dan Menengabh;
mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat
saling menguntungkan antara Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, Toko Modern dengan, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah agar dapat tumbuh kembang lebih cepat sebagai upaya

terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang lancar, efisien dan
berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penataan

dan pembinaan terhadap :

a. Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan
Pemerintah Desa termasuk yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;

b. Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh Swasta dan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;

c. Toko Modern yang dikelola oleh Swasta, Pemerintah Kabupaten

Karanganyar dan Pemerintah Desa termasuk yang dikerjasamakan
dengan pihak ketiga.

Pasal 4

(1) Kriteria Pasar Tradisional dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
b. tempat usaha milik pengelola, pedagang hanya diberi hak pakai;
¢. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan

d. s

.

ebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.
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jsat perbelanjaan dalam p

i : Craturan Bupati ini adalah :
C a0 FVT . i
3 l\fﬂtcﬂﬂs Ksi d’mku_lf“(‘;, baik Secara taway menawar maupun tidak;
Py U pat usaha disediakan baik dengqy, gisewa maupun dimiliki dengan
et akal;

(
tem} ontal maupun vertikal;

€ por”” an jasa yang ditawarkan sqypat bervariasi
. b‘f;“;gko Modcm dalam Peraturay, B\%puti ini adalah : ot
" ten i ksi dilakukan dcngan harga pasti dan pelayanan mandiri;
() g 0 at usaha dapat terintegrasi depgan Pusat Perbelanjaan maupun
b ‘cmﬂdiri dengan pcngc_:lqla tunggal;
At tcr(;{irit atas Minimarket, Supermarket, Department Store o
¢ nnﬂf cty " i
21}2:;“ al barang konsumsi atau jasg gecara eceran maupun grosir.
BAB 111
PASAR TRADISIONAL
Bagian Kesaty
Lokasi

Pasal 5

Tradisional berada diseluruh wilayah Daerah sesuai ketentuan
a Tata _Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan
ten an ZO.naSl.

| K¢ ar Tradisional harus dekat dengan permukiman penduduk atau pusat
1) P2° ian ckonomi masyarakat dan memiliki sarana dan prasarana
“‘ kegl:; rtasi yang menghubungkan jbukota kabupaten dan ibukota
amatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

pasaf
chcan

()

kec

Pasal 6

" pasar Tradisional yang dik_elola oleh Pemerintah Desa, termasuk yang

(1) dike;jasamakan der}gan pihak ketiga harus mendapatkan izin dari

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

: }{abupaten I'(arangan.yar.

|\ [zin sebagamana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada
2 analisa kondisi sosial ckonomi masyarakat yang berada diwilayah

bersangkutan.. ’ _ ' .

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud
© ada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang
gerkompeten dan sedikitnya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
kepadatan penduduk;
pertumbuhan penduduk;
kemitraan dengan UMKM lokal,
penyerapan tenaga kerja lokal;
ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi
UMKM lokal;
keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antar Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah ada sebelumnya;

j. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibity).

mE RO 0 TR

Bagian Kedua
Fasilitas Bangunan dan Tata Letak
Pasal 7
Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Tradisional adalah sebagai berikut :
2. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
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I 3 - aksens | ' . B il
aul plok deng se6 jalnn pengunjung ke negala arah;

: n Py P S
Vrmk payann (lm) airleulasi udarn yang cukup;
1 Pcmzﬂ : k'.,/klf)-'l/l().’l berdosarkan jenis barang dagangan; dan

n o i : b ke
l"""' }k pangunan pasar tradisiona) gelaras dengan karakteristik bhudayéd
tu ' '

¢ pper® Pasal 8
qpdukung Pasar Tradisional sedilkitnyn terdiri dari :

¢

: “W‘)n' sembuangan sampah sementara /garana pengelolaan sampah;

npet
¢ ((?l. ):rmhv 1 R
d ar ai drainasc,

1 '
g at il)l_l(li.lhv

1Pt N
2 I[ amu,

o tol ],;ct""m"'m; )
. P08 7 hengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;

lcmpﬂ] Jan fasilitas pemadam kebakaran;
hidr®!

cn[(,‘l
k' gm.unul

1;1 arcd bongka!
m. 0

ann;
comunikast; dan
muat dagangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 9
4ar Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar
(1 Z?kelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
N;ikroy Kecil dan Menengah, Ly
pasar Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Desa harus fn.enunju
@ gusunan pengelola yang bertanggung jawab yang minimal terdiri :
a. kcpala pasar;
p. pejabat keuangan; dan :
c. pcjabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
Pasal 10
) pengelola  Pasar Tradisional wajib memiliki Standar Operasional
( prosedur (SOP) yang terdiri dari :
. Gistem penarikan retribusi/sewa;
sistem keamanan dan ketertiban;

b
c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
c

joo

d. Sistem perparkiran,;

. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
{, Sistem penteraan; dan
g. Sistem penanggulangan kebakaran.

7) SOP bagi Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11
(1) Kepala Dinas bertugas meningkatkan pemberdayaan Pasar Tradisional
di Daerah.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 12
(1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melalui:
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s s . e & - . 1 l
. pcnclﬂP““ visi, misi dan kebijakan pcngcmbungun Pasar Tradisiong

i Daerah;

b gi‘rll)cmpan manajemen yang profesional dalam pengelolaan Pasar

“Tradisional di Dnc(ri'_ah; o ssedur
5 jjamin ketersediaan standar opergsional dan prosedut.
;'e:::,lgiatam kompetensi pedagang gaw gebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (2) huruf b antara lain:
a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli; . .
b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pem
c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
d. memahami peril.aku pembeli.
(3) peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fi 2
milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (
antara lain:
a. pcmbcnahan tata letak; _
b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
c. peningkatan kualitas konstruksi;
d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
e. pembenahan sistem elektrikal;
f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
g pembenahan sistem penanganan sampah.

beli;

sik Pasar Tradisional
) huruf ¢

Pasal 13

palam rangka melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Dinas melakukan :

a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal
dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional; '

b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban
pasar;

c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar;
dan

d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 14

(1) Setiap pendirian Pasar Tradisional di Daerah harus mengajukan Izin
Pendirian Pasar Tradisional kepada Bupati melalui Kepala Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin prinsip yang
diajukan sebelum pengajuan perizinan lainnya.

(3) Permohonan pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu dengan dilengkapi dokumen persyaratan
sebagai berikut:

a. fotokopi KTP Pemohon dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
membuktikan bahwa Pemohon merupakan wakil sah;

b. Akta pendirian atau dokumen lain yang mendukung;

c. denah lokasi;

d. proposal yang dilengkapi dengan analisa kondisi sosial masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(4) Kepala Badan Pelayanan Perijinan membentuk Tim Pengkajian Izin
Pendirian Pasar Tradisional yang beranggotakan SKPD terkait.

(5) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:

a. melakukan pengkajian terhadap dokumen permohonan izin;
b. melakukan pemeriksaan faktual dan administrasi terhadap
permohonan izin;
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Jherikan rekomendasi

me= "\ ilan keputusan.

L
¢ I"C ﬂ gﬂm

asarkan Berita Acara Hasil Penglajian Tim sebagaimana dimaksud
pert™ yat (4), Kepala Badan Ppelayanan Perijinan  menetapkan
F"ldllbc Han atau penolakan izin, )
»nPeHe
P

Kepady Kepala Dinas sebagai bahan
(\j}

— lPasalls -
lola Pasar fracisional haryg iliki Izin Usaha Pengelolaan
) PC”g;lgi,adisional (TUP2T). S
SZT diajukan sccara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPT
an dilengkapl @
fotokopi lz%n Pcndm_ap Pas_ar Tradisional; _
> pasil Analisa Kondisi Sosial ekonomj Masyarakat serta rekomendasi
b- dari instansi yang berwenang;
{otokopi 1zin Gangguan (HO);
g. fotokopi 1zin Mendirikan Bangunan (1MB);
" fotokopi KTP Pemohon dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
= membuktikan bahwa Pemohon merupakan wakil sah;
¢ fotokopi Akta pendirian atau dokumen lain yang mendukung dan
" pengesahannya;
fotocopy NPWP;

n, Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi
Z ketentuan yang berlaku.

. proposal rencana pengelolaan pasar disertai dengan struktur
; organisaSi dan SOP'y'ang akan diterapkan.
padan Pelayanan Perizinan Terpadu meneliti berkas permohonan dan
@ melakukan penelitian lapangan bersama dengan Tim Kerja Teknis
perizinan untuk melakukan peninjauan lapangan. _
(4) Tim Kerja Teknis seba'galman.a dimaksud pada ayat (3) terdiri dari
unsur-unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM,
padan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Badan
Lingkungan Hidup dan Satuan Polisj Pamong Praja.

Pasal 16
(1 pikecualikan = dari “ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 dan 12 adalah pendirian Pasar Tradisional milik Pemerintah
Daerah. ) )
(2 1UP2T scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku selamanya dan
wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3) [wp2T dilarang dipindahtangankan dan hanya berlaku pada 1 (satu)
Jokasl.
Pasal 17
pasar Tradisiongl yang didirikan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada
rencanaan fisik dan perencanaan non fisik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pengelola dan Pedagang

Pasal 18
(1) Pengelola Pasar Tradisional berkewajiban untuk :
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menyelenggarakan pengelolaan pasar sesuai dengan [UP2T dan SOP
yang ditetapkan.

(2) Pengelola Pasar Tradisional berhak untuk :
a. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas

pengelolaan Pasar Tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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qan dan raen
ncncmpl‘nn dan riencgakkan tatg tertib Pasar.
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Pasal 19
iap pcd‘;gt;z&tx%;gcggggﬁtijmﬂng usaha di Pasar Tradisional yang
getl ki oleh 8rus memiliki SITU.

=, ilife © lehan SITU A
(1) mlh a perolie sebaga; {

g:lm cﬁ; oleh Kepala Dinas, Baimana dimaksud pada ayat (1)
() difcmpcbag'dim‘?na dimaksud padq
) slTU s pihak lain tanpa seizin Kepq)
3 yep? gagi pedagang yang menem

di miliki Pemerintah Desa dig

ayat (1) dilarang untuk dialihkan
a Dinas. N
Pati ruang usaha di pasar tradisional
@ = tur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

yaflg

Pasal 29
Kc\\'ﬂjibanldz&;;lcc.mgang Yang memanfaatkan ruang usaha di Pasar
a :

W 8

1‘1'éldi5io-n keamanan, kebersih .
menjagd ’ an dan ketertiban tempat usaha;

. enempatkan dan menyusun barang qagangan secara teratur;
b “m‘znyediakan tempat sampah padq ri ang us%lhanya;
¢ pembayal retribusi pelayangn Pasar tepat waktu; dan
; mematuhl peraturan yang dikeluarkqp, pengelola.

:1;11{ an;al pgd;iang yang memanfaatkan ruang usaha di Pasar
@ jsional adalan : )

“a?nendapa&,an layanan sesuai dengan kontribusi yang diberikan;
& nenyampaikan pendapat, saran dan memperoleh menjelasan dari

' pengCIOIR.

o Bagian Keenam
Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi

. Pasal 21
Kepala Dinas wajib melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi
(1) terhadap pengelolaan Pasar Tradisional,
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
@ a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional
di Daerah;

b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar
kabupaten/kota dalam di Daerah;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah; dan
d. pemantauan  dan evaluasi  pelaksanaan pengelolaan dan
pemberdayaan pasar tradisional di Daerah.
) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan

pemberdayaan Pasar Tradisional secara berkala dan melapporkan
hasilnya kepada Bupati.

BAB IV
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 22

(1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah hanya berlokasi pada
3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Jaten
dan Kecamatan Colomadu.

(2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berbentuk Hypermarket hanya
boleh berlokasi di akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.

(3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melayani usaha perkulakan
hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri.
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Pasal 23 .
;sat perbelanjaan dan Toko Modern harus mendapatkan 1zin
i ::.,;mnfaamn Iliganlg).c ,
-~ nohonan lzin Pemanfaatan Ruang scba aimana dim '
o P‘:t“o:l) harus disertai  dengan m%nlisn gkondisi sosial ckc})(m:mr:
s gvarakat dan UMKM yang berada pada wilayah bersangkuti
::?ni'mal pada 1 (satu) desa/kelurahan dan desa/kelurahan yang
tasan langsung. .
Kf:::fsi‘ kondisi sosial ckonomi masyarakat scbagaimana dimaksud
3 ada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen 'yang
perkompeten dan sedikitnya menjelaskan hal-hal scbagai berikut :
a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendxdlkan,
p. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. kepadatan penduduk;
d. pcrtumbuhan penduduk;
¢. kemitraan dengan UMKM lokal;
{ penyerapan tenaga kerja lokal; - ‘
g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi
UMKM lokal;
. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antar Pusat
perbelanjaan dan Toko Modern yang telah ada sebelumnya;
. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibity).
Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) adalah

Minimarket.

dimaksud pada

(*)

Pasal 24

) pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang
terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib

memperhatikan H

a. perkembangan permukiman baru;

b. aksesibilitas wilayah/arus lalu lintas;

¢. dukungan/ ketersediaan infrastruktur; dan

d. keberadaan Pasar Tradisional di wilayah sekitar yang lebih kecil
dari minimarket tersebut dalam radius 500 meter dan warung/toko

di wilayah sekitar yang lebih kecil dari minimarket tersebut dalam
radius 200 meter.

) pendirian Minimarket diutamakan diberikan pada pelaku usaha yang

domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.

3 Dalam rangka mendorong wirausaha lokal, maka dilakukan

pembatasan bagi pendirian minimarket dalam jaringan waralaba

sebagai berikut :

a. jarak antara Minimarket dalam jaringan waralaba dibatasi minimal
dalam radius 200 meter;

b. pendirian baru Minimarket dalam jaringan waralaba harus berjarak
minimal 500 meter dari Minimarket lokal/non jaringan waralaba
terdekat dan ketentuan ini tidak berlaku bagi pendirian Minimarket
non jaringan dari pelaku usaha yang berada dalam domisilinya.

Bagian Kedua
Fasilitas Bangunan dan Kelengkapan Sarana Pendukung
Pasal 25
(1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain Minimarket harus
memiliki :
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fasilitas pcmadam kebakaran;

rempat sampal}; _
sarana komunikasi;
tOi]ct umum dan sarana air bCI'Sih_
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Pasal 26
as lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
rket kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); _
arket dari 400 m2 (empat ratus meter persegi) Sampal
" dengan 5.000 m? (lima_ ribu meter persegi); .
Hypermarket lebih dgn 5.000 m2 (lima ribu meter persegx); . .
) pepartment Store lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi) dan;
& perkulakan lebihd ari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
fjsaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen)

(1) B'a Minima
b Superm

ad;i?rlxlimar ket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat

& ratus meter persegi); .

b gupermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m2
' (seribu dua ratus meter persegi); ‘

c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m2

(dua ribu meter persegi).

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 27
aan dan Toko Modern harus menunjuk Pengelola.

(1) Pusat Perbelanj [ .
) pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain :

a. menyelenggar

pengunjung; .
b. menetapkan tata tertib dan SOP layanan;

c. bertindak selaku penanggung jawab kegiatan.

Pasal 28
Peng : |
Operasional Prosedur (SOP) yang sedikitnya terdiri dari :
a. Sistem keamanan dan ketertiban;
b. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;

¢. Sistem perparkirar;
d. Sistem pemeliharaan sarana pusat perbelanjaan dan toko modern;

e. Sistem penanggulangan kebakaran.

akan operasional layanan bagi pedagang dan/atau

clola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki Standar
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Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 29

girian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki Izin., '

Cnmohonan IUPP dan IUTM diajukan secara tertulis kepada Bupati

2 Pcflqlui Kepala BPPT dengan dilampir; .

& ‘tokopi Izin Pemanfaatan Ruang;

a {oasil Analisa Kondisi Sosial ekonom; Masyarakat serta rekomendasi

- dlqri instansi yang berwenang;

fotokopi 1zin Gangguan (HO);

c. fotok‘)pi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

e fotokopi KTP Pemohon dilengkapi dengan dokumen pendukung yang

“ membuktikan bahwa Pemohon merupakan wakil sah;

. fotokopi Akta pendirian atau dokumen lain yang mendukung dan

" yengesahannya;

fotocopy NPWP; .

L surat Pernyataan  kesanggupan melaksanakan dan mematuhi

ketentuan yang berlaku
;. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

. proposal rencana pengelolaan disertaj dengan struktur organisasi dan
& SOP yang akan diterapkan bagi Pusat Perbelanjaan.
persyaratan untuk memperoleh [UTM bagi Toko Modern yang

( terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:

a. hasil Analisa Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat serta rekomendasi
dari instansi yang berwenang;

p.fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya temat
perdirinya Toko Modern;

c. fotokopi KTP Pemohon dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
membuktikan bahwa Pemohon merupakan wakil sah;

d.fotokopi Akta pendirian atau dokumen lain yang mendukung dan
pengesahannya;

e. fotocopy NPWP;

f. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi
ketentuan yang berlaku

g. Rencana kemitraan qepgan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

4) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meneliti berkas permohonan,
selanjutnya bersama-sama tim kerja teknis melakukan peninjauan
lokasi. .

(5) Tim Kerja Tekpis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
unsur-unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM,
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Badan
Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 30

(1) Dikecualikan dari ketentuan IUPP dan IUTM adalah Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk
yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(2) IUPP dan IUTM berlaku selamanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima)
tahun.

(3) IUPP dan IUTM tidak dapat dipindahtangankan dan hanya berlaku pada
1 (satu) lokasi.

(4) Pengusaha yang telah memiliki IUPP dan IUTM tidak diwajibkan
memiliki SIUP.

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

oot Relimg
Hak dan Kewajiban

Pasal 3
D, - P .
sahd Pc,“g.ddi sl allllzatvlacrbelan_‘aan dan Toko Modern wajib :

1) Pc‘“,g;c‘niaga ﬂld‘m YANg schat antara Toko Modern dan Pasar
a7 adisiond’s b e s
aktu buka untu%;klgant Senin hingga Hari Jum’at minimal pukul
b. \(;o 00 WIB'dSa:bt\\‘l d;‘] EtuP I:,ll’li’lksimal pukul 21,00 WIB, sedang

= Harl art Min " B t
uhtukmaksimaljam 22,00 WIB. 88u buka jam 09.00 WIB waktu

‘ut;g)aga kelancaran arus lalu lint

<

as;

¢ enyediakan fasilitas yang menjamip tetap bersih, sehat, aman dan
¢ tertils fasilitas ki .
enycdiakan o Parkir - kendaraan bermotor dan tidak
& permotor YRNE e ATl di hn_gRUngan area bangunan;
g ediakan fasilitas untuk difabel;
5

menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan
g bagi pctugas maupun pengguna,

menaati segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
h. mclakukan kemitraan dengan

: . Usaha kecil dan koperasi serta
I _elaku-pelaku usaha lainnya;

melaksanakan tanggung jawab so

: > sial sebagai bentuk kepedulian
g kepada masyarakat lingkungan sekitar;
L om emanfaatkan tenaga kerja lokal; dan

menyampaikan la}_)oran setiap semester kepada Kepala Dinas yang

perisi jumlah gerai yang dimiliki, omget setiap gerai, jumlah UMKM
ngan pola kemitraan dan jumlah tenaga yang

—

yang bermitra de
terserap. .
pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak :
Y a. menentukan jam operasional lebih dari yang ditentukan pada ayat (1)
" huruf b dengan mengajukan izin kepada BPPT;

p. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama
kemitraan.

Bagian Keenam
Kemitraan

Pasal 32
0 Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran,
penyediaan lokasi usaha _atau penerimaan pasokan dari Pemasok
kepada Toko Modern yang Flllakukax_l secara terbuka.
(2) Kerjasama usgha sgebagmmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan,
transparan, tanpa tekanan dan mengutamakan produk lokal.

(3) Kerjasama usaha dalam bentuk kemitraan antara UMKM dengan Toko
Modern dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 33
(1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi seba

dilaporkan kepada Bupati.

gaimana dimaksud pada ayat (1)
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BAB v
LARANGAN DAN PENGENAAN SANKSI

Pasal Q4
pyelenggard usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang
>

P P8 ) saan - atas odukei gaan barang
5(““\!-13\}&\11(:\\\ penguasaan atas produksi dan/atau penguasa 3

nm QU jasi seeara monopoli;
b gan/8 ' k masyarakat
Jda L abun dan/atan menyimpan bahany kebutuhan pokok masyart
o pudang  dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tyjuan

n
| e ;\l{““ . 0,
ai d Jasi yang akan met ugikan kepentingan masyarakats

B \ ' Iy ¢ . y
P ‘\imlm“ dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jemsnya
nen i cescha . )
¢ 3 \L):\l\:\}\\l\xlx\ keschatan

nu‘“‘ml parang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barang-
3 "“‘.mx: vang sudah kedaluwarsa;

l““‘",:l}nl\ pangunan dan kepemilikan tanpa izin; :
‘“Cnbwkcril\k““ tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenagl asing
n\k‘“:“ zin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
t]*:z‘;i‘lmimtkan usaha toko modern menjadi bentuk mall, super mall,
{ g

& .+ atau hypermarket sebelum mendapat izin.
¥ plaba b .

Pasal 35 ‘
pelaku Usaha yang llle!&}llgaqr ketentuan perizinan scbngt‘li{nana diatur
dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi pencabutan zin. "
proses pencabutan 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut : ‘ ‘ :
q. pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turi
7 dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari; o
L. apabila peringatan scbagaimana dimaksud pada huruf a tidak
ditaati, maka Kepala BPPT menerbitkan Keputusan Pembekuan Izin
yang berlaku sel.ama 1 (satu) bulan;
apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b,
pelaku Usaha belum mentaati maka Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu menetapkan Pencabutan Izin.

—
—
—

2)

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
(1) Bagi pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern yang _telfﬁ}
perdiri dan Dberizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati 1nl
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan
dapat diperpanjang lagi.
@ Bagi pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah
berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau
nama perusahaan wajib melakukan permohonan izin sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini.
3) Bagi pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern yang belum
berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat
3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i Dipindai dengan
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

ahkan pengundangafl

orang mengetahuinya, memerint 1 e
gt sn Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daer
pelg‘ligicn Karanganyar.

Ka

pada tanggal
/{%Up RAN ANYAR/
/%2
£ Dr. Hj. RINA IRIANI SR NINGSIH, M.Hum
TELAH PIKOREKS!
BAG UM

. dangkan di Karanganyar
g;ggtansgal Iy Jum dolx

A £ KRETARIS D H KABUPATEN KARANGANYAR,
S

MS :
RAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 33
J) BERITA

TELAH DJKOREKS:
BAGIANHUKUM

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

